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ABSTRAK :  - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai jenis barang kebutuhan pokok 
yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 32/HUM/2018, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu mengganti Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 dengan menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai 
Pajak Pertambahan Nilai. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 1 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.4, TLN No.5271), Perpres RI 57 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dalam Peraturan Menteri ini yang dimakud dengan jenis barang yang tidak dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok 
yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Jenis barang kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan oleh rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor 
pendukung kesejahteraan masyarakat. Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan 
pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian kembali setelah mendapat usulan dari 
kementerian pembina sektor terkait. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai (BN Tahun 2017 Nomor 1136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 5 Agustus 2020. 

  - Lampiran halaman 6-10. 

 


